UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG
PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

1. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kesinambungaelaksanaan
pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakanhdsa
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila danfigadadang
Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yaagakskan
kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserakesglarasan,
dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan;

b. bahwa perbankan yang berasaskan demokraspmkordengan
fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalura dan
masyarakat, memiliki peranan yang strategis untwdnunjang
pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangkangkatkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertwanbu
ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peniragkaéaraf hidup
rakyat banyak;

c. bahwa perkembangan perekonomian nasional maupu
internasional yang senantiasa bergerak cepat aisegngan
tantangan-tantangan yang semakin luas, harus shiklii secara
tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankagsi dan
tanggung jawabnya kepada masyarakat;

d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tgnRwokok-
pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di doidan
perbankan lainnya yang berlaku sampai saat inalstidak dapat
mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun
internasional;

e. bahwa untuk mencapai maksud di atas, perlusais undang-
undang baru tentang perbankan.



Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayatddn, Pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Reaas Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan aenb

Negara Nomor 2387);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang BRpkkok
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang B@ektral

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan asnb

Negara Nomor 2865);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang BpaetPeraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahus® 19

tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Nefanan
1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890)
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 19&90N

40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

2. UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1998

Menimbang

:a. bahwa pembangunan nasional = merupakan upaya

pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmu
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekorami

nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitifan
terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplessrta
sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan peswy&ian
kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan;



Mengingat

Menetapkan

bahwa dalam memasuki era globalisasi dan demgalah
diratifikasinya beberapa perjanjian internasional idbidang
perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian
terhadap peraturan perundang-undangan di  bidang
perekonomian, khususnya sektor perbankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut padaui a, huruf

. b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah tbng-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan
undang-undang;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 aya),(PPasal 23, dan Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Barfentral

(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2865);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pemnkan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3472);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

:UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
PERBANKAN.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ndlahun 1992 tentang
Perbankan sebagai berikut :



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangtarittang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proskam melaksanakan
kegiatan usahanya;

Bank adalah badan usaha yang menghimpun danaidaasyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalaentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan &rhidup rakyat banyak;

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatansaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syarialang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaks&an kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yamglam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh mnaaskat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bektgiro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang elipamakan dengan itu;

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapataklkan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah penyasan lainnya, atau dengan
pemindahbukuan;

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hardapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpaengjan bank;

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentdkposito yang sertifikat bukti
penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hangapat dilakukan menurut
syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak daghtarik dengan cek, bilyet giro,
dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Surat Berharga adalah surat pengakuan utangesel, saham, obligasi, sekuritas
kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingdain, atau suatu kewajiban dari
penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkanata pasar modal dan pasar
uang;

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihaang dapat dipersama-kan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pmpaneminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam wk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bang

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalpdényediaan uang atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujustau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yangibghyai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelahga waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil;

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdaskan hukum Islam antara bank
dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau perapaan kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengayariah, antara lain
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhaedl), pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakalpyinsip jual beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau peaylaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijahg, atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang eisa dari pihak bank oleh
pihak lain (jjarah wa igtina);

Penitipan adalah penyimpanan harta berdasan perjanjian atau kontrak
antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bankimum yang
bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan ataarta tersebut;

Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapatallukan oleh Bank Umum
untuk mewakili kepentingan pemegang surat berhardgeerdasarkan perjanjian
antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yaoersangkutan;

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menemgatttananya di bank dalam
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengamasabah yang
bersangkutan;

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperolédsilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yangpelisamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang $srgkutan;



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Kantor Cabang adalah kantor bank yang secaraxdg@ung bertanggung jawab
kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengdamat tempat usaha yang
jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usaka;

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indesia sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang berlaku;

Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagana dimaksud dalam
undang-undang yang berlaku;

Pihak Terafiliasi adalah:

a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atauasanya, pejabat, atau
karyawan bank;

b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kugsa pejabat, atau
karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukukoperasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, aatdain akuntan publik,
penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;

d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia tutuserta mempengaruhi
pengelolaan bank, antara lain pemegang saham darukeganya, keluarga
Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, kafga pengurus;

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkafasabah Debitur kepada
bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atauembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah;

Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukumngamenyelenggarakan
kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpaalalui skim asuransi,
dana penyangga, atau skim lainnya;

Merger adalah penggabungan dari dua bank ataebih, dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu bank dan merbatkan bank-bank
lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;

Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bankaa lebih, dengan cara
mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tefsit dengan atau tanpa
melikuidasi;

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan swabank;



28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang bermdmn dengan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

BAB Il
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya bkaasdemokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3
Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagaghipgoun dan penyalur dana
masyarakat.

Pasal 4
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksapaarbangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekomamistabilitas nasional kearah
peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BAB Il
JENIS DAN USAHA BANK

Bagian Pertama
Jenis Bank

Pasal 5
(1) Menurut jenisnya, bank terdiri dari :
a. Bank Umum;

b. Bank Perkreditan Rakyat.

(2) Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk mela&kan kegiatan tertentu atau
memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiattentu.



Bagian Kedua
Usaha Bank Umum

Pasal 6
Usaha Bank Umum meliputi :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentugpasiam berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/aentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;

b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko semgiaupun untuk kepentingan dan
atas perintah nasabahnya:

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksemieh bank yang masa
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaanndglardagangan surat-surat
dimaksud;
surat pengakuan hutang dan kertas dagang layayg masa berlakunya tidak
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan suratt-gimaksud;
kertas perbendaharaan negara dan surat jamemaerimtah;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;

obligasi;

surat dagang berjangka waktu sampai dengarid) (ahun;

instrumen surat berharga lain yang berjangkatwalampai dengan 1 (satu)
tahun;

N

Noohkow

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan semdaupun untuk kepentingan
nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana darinaaunjamkan dana kepada bank
lain, baik dengan menggunakan surat, sarana teleki&asi maupun dengan wesel
unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas suraagaldan melakukan perhitungan
dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang da lserharga;

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingahalp lain berdasarkan suatu
kontrak;

]. melakukan penempatan dana dari nasabah kepadhatalainnya dalam bentuk surat
berharga yang tidak tercatat di bursa efek;



dihapus
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kaedikdan kegiatan wali amanat;

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatam berdasarkan Prinsip
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkaahoBank Indonesia;

melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan holbank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini dan perapgamdang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dichaldam Pasal 6, Bank Umum
dapat pula :

a.

b.

melakukan kegiatan dalam valuta asing denganemeinn ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia;

melakukan kegiatan penyertaan modal pada bamk p¢rusahaan lain di bidang
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal venemasghaan efek, asuransi, serta
lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, alemgemenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;

melakukan kegiatan penyertaan modal sementaratukn mengatasi akibat
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berd&ser Prinsip Syariah, dengan
syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengaremenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

bertindak sebagai pendiri dana pensiun danysaegdana pensiun sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan @asaip yang berlaku.

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berddsan Prinsip Syariah, Bank

(2)

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisrang mendalam atas
iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah iebuntuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud usesdengan yang
diperjanjikan.

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedomaperkreditan dan
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai damgketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.



10

Pasal 9

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan jpamtisebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untekyimpan harta milik penitip,
dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan datatecara tersendiri.

(3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semuaahgdng dititipkan pada bank
tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitam wajib dikembalikan kepada
penitip yang bersangkutan.

Pasal 10
Bank Umum dilarang :

a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimiamaksud dalam Pasal 7 huruf b
dan huruf c;

b. melakukan usaha perasuransian;

c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usahagssétnana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7.

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batasksimum pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarialpemberian jaminan,
penempatan investasi surat berharga atau hal laiang serupa, yang dapat
dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompm&minjam yang terkait,
termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelokngang sama dengan
bank yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam(&y&tiak boleh melebihi 30%
(tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesigmgan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenaitdsa maksimum pemberian
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarialpemberian jaminan,
penempatan investasi surat berharga, atau hal layang serupa yang dapat
dilakukan oleh bank kepada:

a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh peates) atau lebih dari
modal disetor bank;
b. anggota Dewan Komisaris;
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anggota Direksi;

keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalanurbf a, huruf b, dan
huruf c;

e. pejabat bank lainnya; dan

perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapapentingan dari pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf buruf c, huruf d, dan
huruf e.

oo

-

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam(3yatidak boleh melebihi 10%
(sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesugatieketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

(4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berddsan Prinsip Syariah, bank
dilarang melampaui batas maksimum pemberian kreditau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalaayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4).

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksuch @yt (1) dan ayat (3) wajib
dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetaplednBank Indonesia.

Pasal 12

(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkataaraf hidup rakyat banyak
melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan megah, Pemerintah bersama
Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Baddmum.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umumbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturaPemerintah.

Pasal 12A

(1) Bank umum dapat membeli sebagian atau selurulguaan, baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkannyerahan secara sukarela
oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk meal di luar lelang dari
pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memehi kewajibannya
kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeliseébut wajib dicairkan
secepatnya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunandoencairannya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengderaturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 13

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

a.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentukpasiam berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya ygregshmakan dengan itu;

memberikan kredit;

menyediakan pembiayaan dan penempatan dana bsmdean Prinsip Syariah,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bankdnesia

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Blagonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungatagank lain.

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

a.

b.

C.

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dellntintas pembayaran;
melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;

melakukan penyertaan modal,

melakukan usaha perasuransian;

melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha setnagai dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dah Ph berlaku juga bagi Bank
Perkreditan Rakyat.



(1)

(2)

®3)

(1)

(2)

)
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BAB IV
PERIZINAN, BENTUK HUKUM
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 16

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpdana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperolehinzusaha sebagai Bank
Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan aBk Indonesia, kecuali
apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakathdiksud diatur dengan
undang-undang tersendiri.

Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan BanRerkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenysersyaratan sekurang-
kurangnya tentang:

a. susunan organisasi dan kepengurusan;

b. permodalan;

c. kepemilikan;

d. keahlian di bidang Perbankan;

e. kelayakan rencana kerja

Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagairmatimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Pasal 17

Dihapus

Pasal 18

Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapatakukan dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia.

Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, d@nis-jenis kantor lainnya di
luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dgan izin Pimpinan Bank
Indonesia.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank WUm wajib dilaporkan
terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
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(4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bandmum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (Xetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 19

(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyhtinya dapat dilakukan
dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Reditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dBank Indonesia.

Pasal 20

(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantund@antor perwakilan dari
suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanglapat dilakukan dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembaniubdak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepadakBadonesia.

(3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kseb@gaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengaraRean Pemerintah.

Bagian Kedua
Bentuk Hukum

Pasal 21

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:
a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi; atau
c. Perusahaan Daerah.

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyaatibprupa salah satu dari:
a. Perusahaan Daerah;
b. Koperasi;
c. Perseroan Terbatas;
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PeraturareRetah.

(3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cgbbank yang berkedudukan
di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pugatn
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Bagian Ketiga
Kepemilikan
Pasal 22
(1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesatau

b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Imgksia dengan warga
negara asing dan atau badan hukum asing secara kiea@n.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yangajilv dipenuhi pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dBank Indonesia.
Pasal 23
Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan damilidi oleh warga negara
Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pewy# warga negara Indonesia,
pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersamataliarketiganya.
Pasal 24
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berlsentwkum koperasi,
kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalamdang-undang tentang
perkoperasian yang berlaku.
Pasal 25
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berliehtikum perseroan terbatas,
sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk satesmama.
Pasal 26
(1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melaloursa efek.
(2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, achukum Indonesia, dan atau
badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umumg¢asa langsung dan

atau melalui bursa efek.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 27

Perubahan kepemilikan bank wajib:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalans®d6 ayat (3), Pasal 22,

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan

b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(1)

(@)

(1)
(2)

3)

(4)

(5)

Pasal 28

Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih Halu mendapat izin Pimpinan
Bank Indonesia.

Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dansekuitetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan olehrBdndonesia.

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank ss@i dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemelikuiditas, rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubung-atengan usaha bank, dan wajib
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip &gkhatian.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berddsan Prinsip Syariah dan

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menpuh cara-cara yang tidak
merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempgakan dananya kepada
bank.

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyedak informasi mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan edgan transaksi
nasabah yang dilakukan melalui bank.

Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagana dimaksud dalam ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indones
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Pasal 30

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesigala keterangan, dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara gaegpkan oleh Bank
Indonesia.

(2) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib nerikbn kesempatan bagi
pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang adinpa, serta wajib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka peesteh kebenaran dari
segala keterangan, dokumen dan penjelasan yangodién oleh bank yang
bersangkutan.

(3) Keterangan tentang bank yang diperoleh berkasaketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumdan bersifat rahasia.

Pasal 31
Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Barigik secara berkala maupun
setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 31A
Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik uhdtudan atas nama Bank
Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bankagaimana dimaksud dalam
Pasal 31.

Pasal 32

Dihapus

Pasal 33

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksualath Pasal 31 dan Pasal
31A bersifat rahasia.

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimamaaksud dalam Pasal 31
dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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Pasal 34

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesfaga dan perhitungan laba/rugi
tahunan serta penjelasannya, serta laporan bdduateya, dalam waktu dan bentuk
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunangsé@ana dimaksud dalam ayat (1)
wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

(3) Tahun buku bank adalah tahun takwim.

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan riadiadalam waktu dan bentuk
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dntian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakya

Pasal 37

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yangembahayakan kelangsungan

usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakagaa :

a. pemegang saham menambah modal,

b. pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dauddireksi bank;

c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan deesarkan Prinsip
Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian lkashengan modalnya;

d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengamkdain;

e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengdmlih seluruh kewajiban;

f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atauebsgian kegiatan bank
kepada pihak lain;

g. bank menjual sebagian atau seluruh hartaard atau kewajiban bank
kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila:

a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)lube cukup untuk
mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau

b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatarik dapat membahayakan
sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapaencabut izin usaha
bank dan memerintahkan Direksi bank untuk seger menyelenggarakan



3)

(1)

(2)

)
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Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan balgiakum bank dan
membentuk tim likuidasi.

Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakaraPat Umum Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpindank Indonesia meminta
kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yabgrisi pembubaran
badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, danepntah pelaksanaan
likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undanggang berlaku.

Pasal 37A

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjackesulitan Perbankan yang
membahayakan perekonomian nasional, atas permintadank Indonesia,
Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Pdaleen Rakyat Republik
Indonesia dapat membentuk badan khusus yang betssmentara dalam rangka
penyehatan Perbankan.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam aya} (helakukan program
penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan daisedahkan oleh Bank
Indonesia kepada badan dimaksud.

Dalam melaksanakan program penyehatan terhadagnk-bank, badan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewgn sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta wewenang laitu :

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak danwenang pemegang saham
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Sgham

b. mengambil alih dan melaksanakan segala hak daewenang Direksi dan
Komisaris bank;

c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan keplkan atas kekayaan
milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayadank yang berada pada
pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri;

d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atanengubah kontrak yang
mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertbangan badan
khusus merugikan bank ;

e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direk&ipmisaris, dan pemegang
saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negebaik secara langsung
maupun melalui penawaran umum;
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f. menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau enyerahkan
pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukaersetujuan Nasabah
Debitur;

g. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau mamagn bank kepada pihak
lain;

h. melakukan penyertaan modal sementara pada baskcara langsung atau
melalui pengonversian tagihan badan khusus menjgdinyertaan modal pada
bank;

i. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasiengan penerbitan
Surat Paksa;

J. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangonmilik atau yang
menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, Basendiri maupun dengan
bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

k. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk mempleh segala keterangan
yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam prognapenyehatan, dan
pihak manapun yang terlibat atau patut diduga tdsht, atau mengetahui
kegiatan yang merugikan bank dalam program penyedratersebut;

I.  menghitung dan menetapkan kerugian yang dialarbank dalam program
penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepadadal bank yang
bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjddirena kesalahan atau
kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang sah, maka kerugian
tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

m. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib dde oleh pemegang
saham bank dalam program penyehatan;

n. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk nmeinjang pelaksanaan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sangengan huruf m.

Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusssbagaimana dimaksud
dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan undang-undang

Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksdalam ayat (1), bank
dalam program penyehatan wajib memberikan segalaekangan dan penjelasan
mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatagi lemeriksaan buku-

buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memkemi bantuan yang

diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, doken, dan penjelasan yang
diperoleh bank dimaksud.
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Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (®)ruf k wajib memberikan
keterangan dan penjelasan yang diminta oleh baddrkus.

Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayaj ¢lajib menyampaikan
laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan.

Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan kbus telah menyelesaikan
tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya baddrmkus tersebut.

Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Phsa diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 37 B

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yadigimpan pada bank yang
bersangkutan.

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bankbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksdalam ayat (2) berbentuk
badan hukum Indonesia.

Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakaandLembaga Penjamin

Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemetah.

BAB VI
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI
DAN TENAGA ASING
Pasal 38

Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris daksdibank, wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16yttn Pasal 17.

Perubahan keanggotaan dewan komisaris dansdibelok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Ind@nes

Pasal 39

Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat merajgn tenaga asing.
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Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asimggamana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BABV I |
RAHASIA BANK

Pasal 40

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai [dhah Penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dima#tsdalam Pasal 41, Pasal
41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam aya} Berlaku pula bagi Pihak
Terafiliasi.

Pasal 41

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonies atas permintaan
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintairtulis kepada bank agar
memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukértulis serta surat-surat
mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan teuew@pada pejabat pajak.

Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalaat @éb), harus menyebutkan nama
pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yampelidaki keterangannya.

Pasal 41A

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah dagkan kepada Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutanyegara, Pimpinan Bank
Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan UansPiutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk mempeebl keterangan dari bank
mengenai simpanan Nasabah Debitur.

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)batikan secara tertulis atas
permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutgndan Lelang Negara/Ketua
Panitia Urusan Piutang Negara.

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat lfayus menyebutkan nama dan
jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelanglegara/ Panitia Urusan
Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersantg, dan alasan
diperlukannya keterangan.
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Pasal 42

(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidanPimpinan Bank Indonesia
dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atdwakim untuk memperoleh
keterangan dari bank mengenai simpanan tersangkawaterdakwa pada bank.

(2) lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilb@m secara tertulis atas
permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republikndonesia, Jaksa Agung,
atau Ketua Mahkamah Agung.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayatfayus menyebutkan nama dan
jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangkataa terdakwa, alasan
diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidanyang bersangkutan
dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 42A
Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimattsdalam Pasal 41, Pasal
41A, dan Pasal 42.
Pasal 43
Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahreksi bank yang bersangkutan
dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentandak® keuangan nasabah yang
bersangkutan dan memberikan keterangan lain ydeepredengan perkara tersebut.
Pasal 44

(1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bamkreksi bank dapat
memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kegadkain.

(2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi gab@ana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 44A

(1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari $édah Penyimpan yang dibuat
secara tertulis, bank wajib memberikan keterangarengenai simpanan Nasabah
Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihgkng ditunjuk oleh
Nasabah Penyimpan tersebut.
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(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggalrda, ahli waris yang sah dari
Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak mempsholketerangan
mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 45

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yahgridan oleh bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dah 8 berhak untuk mengetahui isi
keterangan tersebut dan meminta pembetulan jikiapat kesalahan dalam keterangan
yang diberikan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

(1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakatlam bentuk simpanan tanpa
izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimadanaksud dalam Pasal 16,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnyglfna) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-&ngnya Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.0@®0.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalsah (@) dilakukan oleh badan
hukum yang berbentuk perseroan terbatas, persamikgdyasan atau koperasi, maka
penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakb&#énterhadap mereka yang
memberi perintah melakukan perbuatan itu atau y@ergndak sebagai pimpinan
dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 47

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulisaatizin dari Pimpinan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pa&bA, dan Pasal 42,
dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasntuk memberikan
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4@ndam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan palitgma 4 (empat) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepumiliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus rmiliapiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai baatau Pihak Terafiliasi lainnya
yang dengan sengaja memberikan keterangan yang lvajirahasiakan menurut
Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurangdagnya 2 (dua) tahun dan
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paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-mgnya Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.0000,00 (delapan miliar
rupiah).

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai baging dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimaalimaksud dalam Pasal 42A
dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekwg&urangnya 2 (dua) tahun

dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekmgkurangnya Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000@000,00 (lima belas miliar

rupiah).

Pasal 48

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegavis@ink yang dengan sengaja tidak
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagamaalimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dayat (2), diancam dengan
pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun daaling lama 10 (sepuluh)
tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratusanilupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawaank yang lalai memberikan
keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksdmlam Pasal 30 ayat (1)
dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2griam dengan pidana kurungan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama @ua) tahun dan atau
denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satiliamrupiah) dan paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 49

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai baydgng dengan sengaja :

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan ypalalam pembukuan
atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laparkegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menybkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau daldiagporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, lapordaransaksi atau
rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghagpus atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembak atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatamsaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank, atau denganngaja mengubah,
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mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau msak catatan
pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnyaléna) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-&ognya Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.0@®0.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai baydng dengan sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujntuk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atdarang berharga,
untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntunganekuarganya, dalam
rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilithsedit dari bank, atau
dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh baatlas surat-surat wesel,
surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kglan lainnya, ataupun
dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang laimtuk melaksanakan
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya padank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlak untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undaini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlakagi bank,

diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya(tgya) tahun dan paling

lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurarygn Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.00000,00 (seratus miliar
rupiah).

Pasal 50

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksgkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhaddgetentuan dalam Undang-
undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnygang berlaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnydt®ja) tahun dan paling lama
8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya3:j00.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 é&as miliar rupiah).

Pasal 50A

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewamisaris, Direksi, atau
pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukamdakan yang mengakibatkan
bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang dipekian untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undanini dan ketentuan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bankliancam dengan pidana
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penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paly lama 15 (lima belas) tahun
serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000(8€puluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus nniliapiah).

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 51

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pa4@) Pasal 47, Pasal 47A, Pasal
48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A alddejahatan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam R8sajat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sgb@mana dimaksud dalam Pasal
47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan PasalA5 Bank Indonesia dapat
menetapkan sanksi administratif kepada bank yangdak memenuhi
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undangeamg ini, atau Pimpinan
Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yangysangkutan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalayat (1), antara lain adalah:
denda uang;

teguran tertulis;

penurunan tingkat kesehatan bank;

larangan untuk turut serta dalam kegiatan klirgy

pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk nkar cabang tertentu
maupun untuk bank secara keseluruhan;

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya mejuk dan mengangkat
pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Batatau Rapat
Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetapghn persetujuan Bank
Indonesia;

PO T O

-

g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pgamg saham dalam

daftar orang tercela di bidang Perbankan.

(3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi adnsimatif ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Pasal 53

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaidiaraksud dalam Pasal 50, Bank
Indonesia dapat menetapkan sanksi administratibdapPihak Terafiliasi yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalelang-undang ini atau
menyampaikan pertimbangan kepada instansi yangelpag untuk mencabut izin yang
bersangkutan.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini:

(2)

3)

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangiNdinTahun 1960 tentang

Bank Pembangunan Indonesia (Lembaran Negara TaB60 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1996);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketenketentuan Pokok
Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun MN§for 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2490) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang BamfaM Indonesia 1946
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan &emiiNegara Nomor
2870) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Baxgabg Negara (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Bégamor 2871 );

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 tentang BamkiBDaya (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Bégamor 2872) ;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bambumgan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan demkNegara Nomor
2873);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bamky& Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 74, Tambahanb&emn Negara Nomor
2874);
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 tentang Ba&spd Impor Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 75, Tambahanb&em Negara Nomor
2875);

dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu sellmaanya 1 (satu) tahun sejak
mulai berlakunya undang-undang ini.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalgh @), bank yang didirikan
berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dgéd (1) wajib memenuhi
ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal bank sebagaimana dimaksud dalam(8ydelah menyesuaikan dengan
ketentuan dalam undang-undang ini lebih awal damgka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka undang-undang sgbaga dimaksud dalam ayat
(1), menjadi tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat undgundang ini mulai berlaku,
dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkamdang-undang ini.
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Pasal 56

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit sebagaiianaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) dan ayat (4), wajib dipenuhi oleh bank selanthaibatnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 57

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki isaha dari Menteri pada saat
undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikagiatan usahanya sebagai bank
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang inimbaladlambatnya dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya undamggng ini.

Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegaumibung Pitih Nagari (LPN) ,
Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit DB&D(, Badan Kredit Kecamatan
(BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga rReeditan Kecamatan (LPK),
Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembagabhga lainnya yang
dipersamakan dengan itu diberikan status sebag# Barkreditan Rakyat berdasarkan
undang-undang ini dengan memenuhi persyaratancti@ yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 59
Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluask@elum berlakunya undang-
undang ini sepanjang tidak bertentangan denganngnhgiadang ini, dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau dipentsa

Pasal 59A
Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Petkem yang telah ada sebelum
berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap beka.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka :
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a. Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 Séete1929 tentang Aturan-aturan

mengenai Badan-badan Kredit Desa dalam propingipsodi Jawa dan Madura di
luar wilayah kotapraja-kotapraja;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank BReguman Swasta
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan &emnbNegara Nomor
24389);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Ppké&kk Perbankan (Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Béganor 2842),

dinyatakan tidak berlaku lagi.

1.

2.

Pasal |1

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturareritang Usaha Perkreditan
Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadign Paku Alaman
(Rijksblaad Dari Daerah Paku AlamanTahun 1937 Nomd@), dinyatakan tidak
berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundagkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Reglgulndonesia.

1.

UU No.7 Tahun 1992

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 1992
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 1992
MENTERI/'SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR31
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2. UU No0.10 Tahun 1998
Disahkan di Jakarta
padatanggal 10 Nopember 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1998

UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini empakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mpwlkan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-tlalng Dasar 1945. Guna
mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunanards senantiasa
memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseingam berbagai unsur
pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuanga

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkarah yang semakin
menyatu dengan ekonomi regional dan internasionang dapat menunjang sekaligus
dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara , ituperkembangan
perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat gkem tantangan yang semakin
kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai peswaian kebijakan di bidang
ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkakan dapat memperbaiki
dan memperkukuh perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis aghi lembaga intermediasi dan
penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yangngat menentukan dalam
proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan diperlukan penyempurnaan

terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hampancakup upaya penyehatan
bank secara individual melainkan juga penyehatanst&m Perbankan secara
menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional raeh tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri damasyarakat pengguna jasa
bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dap&imbantu memelihara tingkat
kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berpersecara maksimal dalam
perekonomian nasional.

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksamgara efektif, kewenangan
dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yangne#da berada pada Menteri
Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indoreesehingga Bank Indonesia
memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh tuk menetapkan perizinan,
pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan satgthadap bank yang tidak
mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengarerdikian, Bank Indonesia
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memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menildan memutuskan kelayakan
pendirian suatu bank dan atau pembukaan kantor bank

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangk&etentuan mengenai kegiatan
usaha bank perlu disempurnakan terutama yang betieai dengan penyaluran dana,
termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisiseligenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau iséo tinggi.

Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesudengan fungsinya dalam
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengaebih memperhatikan
pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasionahgan prioritas kepada koperasi,
pengusaha kecil, dan menengah, serta berbagai lapisnasyarakat tanpa diskriminasi
sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasal. Demikian pula bank
perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam eningkatkan kinerja
perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakaggiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampungaspirasi dan kebutuhan

masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini mesrikan kesempatan yang

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan Baryang menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, term&spemberian kesempatan kepada
Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khgsunelakukan kegiatan

berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial teadap lembaga Perbankan,
ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini gantertutup harus ditinjau

ulang. Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satnsur yang harus dimiliki oleh

setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyaragang mengelola dana
masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatahakan bank merupakan hal-hal
yang dirahasiakan.

Untuk menunjang kinerja Perbankan nasional diperlan lembaga penunjang, baik
yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangkaengatasi persoalan
Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang #ifiga lebih permanen seperti
Lembaga Penjamin Simpanan. Guna memperkuat lemba@a&rbankan sebagai
lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturamnengenai tanggung jawab
pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkank tididgaatinya ketentuan
Perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana ydregat.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, dengdanya komitmen Indonesia
dalam berbagai forum internasional seperti World dde Organization (WTO), Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Associatiof South East Asian Nations
(ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam penatn Perbankan nasional
termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan noskdminatif terhadap pihak
asing. Upaya liberalisasi di bidang Perbankan dilakan sedemikian rupa sehingga
dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasal. Oleh karena itu, perlu
diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihaking untuk berperan serta
dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadiemitraan dengan pihak
nasional.
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Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peratan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Undang-undang ini, antara lain Uathg-undang Nomor 5 Tahun

1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-undang Nonf% Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 temg Pengesahan Agreement
Establishing World Trade Organization, Undang-undgnNomor 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8htlin 1995 tentang Pasar
Modal, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang UsaKecil, dan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungana&tTanah Beserta Benda-
benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Butir 1 sampai dengan Butir 28
Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adaldemokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk akssinakan
kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakegiatan pembiayaan
jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan rasipe
pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemahlgsr kecil,
pengembangan ekspor non migas, dan pengembangabamguman
perumahan.
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Bank umum dapat melakukan sebagian atau selurubt&egisaha sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf n. Masiasing bank dapat
memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlianbtttang usaha yang ingin
dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhanyaresat terhadap
berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dosibankan tanpa mengabaikan
prinsip kesehatan dan efisiensi.

Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

a
Cukup jelas
b
Cukup jelas
c

Bank dapat menerbitkan surat pengakuan hutan§ kang
berjangka pendek maupun yang berjangka panjangat Sur
pengakuan hutang yang berjangka pendek adalah asetzam
dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan pasal 2R8@ak
Undang-undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uikegall
sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitmgwodan
wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkamasa
yang akan datang. Surat pengakuan hutang berjapghkgng
dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

d

Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ini mepclé&giatan
membeli, menjual atau menjamin surat-surat berheaggperti
tersebut pada penjelasan huruf ¢ dan surat-serfiaiga yang
diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia

Butir 1

Cukup jelas
Butir 2

Cukup jelas
Butir 3

Cukup jelas
Butir 4

Cukup jelas
Butir 5

Cukup jelas
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Butir 6
Cukup jelas
Butir 7

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung kemungkinan
adanya jenis surat berharga lain, selain dari yeshgh
disebutkan pada butir 1 sampai dengan butir 6.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso danrigjri
Huruf h

Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalatenkean
ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakp&ayewaan
tempat penyimpanan barang dan surat berhargay(daigj tanpa
perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

Huruf i

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank meneritipan harta
penitip dengan mengadministrasikannya secara stdrpidari
kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilakkanaoleh bank
atas perintah penitip.

Huruf |

Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penglylamtara
nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah gamgkm
dana.

Huruf k
Dihapus
Huruf |

Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan penguarysutang
atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagadglam atau
luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengantialal atau
pembelian piutang tersebut.

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegip¢anmberian
kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang msa yang
penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara telkanigi kredit
berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam ukelak
pembayaran suatu transaksi.
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Huruf

Huruf

Huruf

Huruf
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m
Bank umum vyang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional dapat juga melakukan kegiatan usahadesarkan
Prinsip Syariah melalui :

a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kiam
cabang baru; atau

b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawalankor
cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvenal
menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan
Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahammtor
bank tersebut, kantor cabang atau kantor di baw&hntor
cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usahaasa&c
konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit
tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkannBip
Syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah tidak melakaik
kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bnkesia
memuat antara lain:

a. kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasanka
Prinsip Syariah;

b. pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;

c. persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk
melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Sydria

n

Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalathini adalah
kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tetqesda huruf a
sampai dengan huruf m, yang tidak bertentanganasepgraturan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya memiveriank
garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swapabungmbantu
administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

a
Cukup jelas

b
Cukup jelas
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Huruf ¢

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bnkesia
memuat antara lain :

a. penyertaan modal sementara oleh bank berasali #anversi
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berd&ser
Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan;

b. persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pesayban
berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversenjadi
penyertaan modal,

c. penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembapabila:

I) telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (limajahun;
atau

i) perusahaan telah memperoleh laba;

d. penyertaan sementara tersebut wajib dihapus-bkdo dari
neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama
(lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaaya;

e. pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai pergant
modal sementara oleh bank.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (1)

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syarigtang diberikan
oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelakaannya bank
harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau p&ydan
berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk memgngi risiko
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayadrerdasarkan
Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuardan
kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajirgya sesuai
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor pentingang harus
diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum menizer kredit,
bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadavatak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha darshlaah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur fxEman kredit,
maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah daip diperoleh
keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengemizaii
utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyekau hak tagih
yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tédmayang
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kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitungh yang bukti
kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lainayg sejenis dapat
digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib memingégunan berupa
barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyelny dibiayai,
yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atauembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikdasil Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaaryang
berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyg&ng dibiayai tetap
menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:

a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan rRip Syariah
dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan d&asanggupan
Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari pésian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunaamn grospek
usaha dari Nasabah Debitur;

c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan gedur
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan PrimSyariah;

d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yarjglas mengenai
prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan desarkan
Prinsip Syariah;

e. larangan bank untuk memberikan kredit atau perapaan
berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yargrbeda
kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak ter&si;

f. penyelesaian sengketa.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Usaha lain yang dilarang pada huruf ¢ ini antara mmelakukan
kegiatan sebagai penjamin emisi efek (underwriter)

Pasal 11

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan PrmsByariah oleh bank
mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalantup@asannya, sehingga
dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengindggahwa kredit atau
pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakahg disimpan pada
bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengarulula kepada keamanan
dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan niegkatkan daya
tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan ngatur penyaluran
kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prmssyariah, pemberian
jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa setgga tidak terpusat pada
Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertie.

Ayat (1)

Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badamang satu
sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikanggengurusan,
dan atau hubungan keuangan.

Ayat (2)

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimugighiin rendah dari
30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank. Peiager modal bank
ditetapkan oleh Bank Indonesia  sesuai dengan p&ngeyang
dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Ba&simum dimaksud
adalah untuk masing - masing peminjam atau seke&npgeminjam
termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompoksgamy

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
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Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan imilalah
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua banenurut
garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk rhea,
menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimugl&hiin rendah dari
10% (sepuluh perseratus) dari modal bank. Pengemmddal bank
ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pigigeryang
dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (4A)

Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kriédatau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank mengkan asas-asas
perkreditan yang sehat. Bank dinyatakan melakukaelgnggaran atas
ayat ini apabila pada saat pemberiannya, saldo ktextau pembiayaan
tersebut melampaui batas maksimum yang telah dipé&an oleh Bank
Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenaassfungsi, dan
tujuan Perbankan pelaksanaannya senantiasa dise&aai dengan
tuntutan perkembangan pembangunan nasional, sepaiga tidak
bertentangan dengan program moneter Bank Indonesia.
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Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain :

a. Kewajiban Bank Umum untuk menyalurkan kredit aigpembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah kepada koperasi, usakacil dan
menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudddn
lunak;

b. Program peningkatan taraf hidup rakyat banyakawng berupa
penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembeya
berdasarkan Prinsip Syariah dengan tingkat bagi hiagang rendah;

c. Subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi bebanggaran
pendapatan dan belanja negara.

Pasal 12A
Ayat (1)

Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dinsakikan untuk
membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaia@awdjiban
Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pemlagjunan Nasabah
Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembalikan bank
lainnya.

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangagimaksudkan
agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nakabebiturnya.

Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibeya dan secepat-
cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualaagunan dapat
segera dimanfaatkan oleh bank.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain :

a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agungang kreditnya
telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertie.

b. Agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambiambatnya dalam
jangka waktu satu tahun.

c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menauipkan
kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hakas agunan
yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundamglangan
yang berlaku.
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Pasal 13
Huruf a

Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan daenga
dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanyaukent
penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Rkt&kne
Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka daimdan
tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapatikidengan
cek.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkarkan
melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikiguga
Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan umsa
secara konvensional tidak diperkenankan melakukaediatan
berdasarkan Prinsip Syariah.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank brksia
memuat antara lain:

a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasank
Prinsip Syariah;

b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 14

Larangan ini dimaksudkan untuk meyesuaikan dengegiatan usaha Bank
Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untukayaei usaha-usaha kecil
dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jemis-pelayanan yang dapat
diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat disesuadeargan maksud tersebut.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini tidak tesukakegiatan
tukar menukar valuta asing (money changer). Unt@takukan
usaha tukar menukar valuta asing, Bank Perkredttkyat harus
memenuhi ketentuan Bank Indonesia
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Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh sippa pada
dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, rgemgat dalam
kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang rdmya disimpan
pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubumgiengan itu
dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpwuana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilaka oleh pihak
yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umatau sebagai
Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembagankaya yang juga
melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakaalam
bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya gatlakukan
oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh pgahaan asuransi.
Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup agdi kegiatan
usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat. iKegiatan
penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukanebl lembaga-
lembaga tersebut diatur dengan undang-undang terden

Ayat (2)

Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umunand Bank
Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperian pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,gau wajib
memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antaan, tingkat
kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentserta pemerataan
pembangunan ekonomi nasional.
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Huruf a

Pada Bank Umum dimungkinkan kepengurusan pihak Bgi
sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perumgia
undangan yang berlaku.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Persyaratan kepemilikan dimaksud termasuk jumlah rise
komposisi kepemilikan pihak asing yang diizinkan g¢ea Bank
Umum.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain :

a. persyaratan untuk menjadi pengurus bank antal@n menyangkut
keahlian di bidang Perbankan dan konduite yang baik

b. larangan adanya hubungan keluarga di antara pgurus bank;

c. modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umurdan Bank
Perkreditan Rakyat;

d. batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
e. kelayakan rencana kerja;
f. batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Pasal 17
Dihapus

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kantor di bawah kantor cabaagtara lain
mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Dalam rangka memenuhi penyediaan layanan jasa Pankan,
dimungkinkan pula pembukaan jenis kantor lain didwah kantor
cabang, misalnya tempat pembayaran (payment poikgs mobil, dan
anjungan tunai mandiri (ATM).

Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebihhddu dilaporkan
kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bmkesia memuat
antara lain :

a. persyaratan tingkat kesehatan bank;

tingkat persaingan yang sehat antar bank;

tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilalgdertentu;
pemerataan pembangunan ekonomi nasional;

® a0 o

batas waktu pemberian izin pembukaan kantorasebat-lambatnya
60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonanetiima secara
lengkap;

f. batas waktu dan alasan penolakan;
g. batas waktu pelaporan pembukaan kantor di bawkantor cabang.

Pasal 19
Ayat (1)
Dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang BaRlerkreditan
Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pememanhpersyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib nyThatikan
tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkagjknuhan jumlah

bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemeratapembangunan
ekonomi nasional.

Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perllian Rakyat
tidak memerlukan izin. Rencana pembukaan kantor diksud waijib
terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:

a. persyaratan tingkat kesehatan Bank Perkreditaakyat;
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tingkat persaingan yang sehat antar Bank Perkiteeh Rakyat;

tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank PerkreditafRakyat dalam
suatu wilayah tertentu;

pemerataan pembangunan ekonomi nasional;

batas waktu pemberian izin pembukaan kantor sebat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan efiima secara
lengkap;

f. batas waktu dan alasan penolakan.
Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bank yang berkedudukan di luergeri adalah
bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan l@ntor pusat di
luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkaotaunduk pada
hukum di tempat bank tersebut didirikan.
Dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantatimaksud,
Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehat bank juga
memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antaan, tingkat
kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah rtentu serta
pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas
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Huruf d

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wadalyi ba
penyelenggaraan lembaga perbankan yang lebih #adilBank
Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung, deskan kredit
desa, dan lembaga-lembaga lainnya sebagaimana sdichalalam

Pasal 58.

Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian badan hukum Indoresi
antara lain adalah Negara Republik Indonesia, Badadsaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,ath badan
usaha milik swasta.

Huruf b

Ayat (2)

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan BRiJmum
adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terleldahulu
harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneteegara
asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya mamu
keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkuta
mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah mealikn
perbuatan tercela di bidang Perbankan.

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain :

a. kepemilikan saham;
b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi;

c. kondisi keuangan calon pendiri bank.

Pasal 23

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dimiliki oleh Bachukum Indonesia, maka
badan hukum Indonesia dimaksud seluruh pemilikngalada warga negara

Indonesia.
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Cukup jelas

Pasal 25

Saham bank dalam bentuk saham atas nama dimaksudkuk dapat
mengetahui perubahan kepemilikan saham bank.

Pasal 26
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempegdtustruktur
permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatrkkinerja bank
tersebut.
Emisi saham dapat dilakukan melalui bursa efek didonesia dan atau
di luar negeri.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk membul@sempatan
yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indomesnaupun asing
untuk turut serta memiliki Bank Umum.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain:
a. persyaratan kepemilikan saham termasuk kondkguangan calon
pemilik bank;
b. persyaratan dokumen yang harus dipenuhi.
Pasal 27

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukasecara
langsung harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bl
Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memasdik agar
peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihakyang
memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank.

Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan nadli
bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila
kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebuelah
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mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhlganya
pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang dipean oleh
Bank Indonesia.

Pasal 28
Ayat (1)
Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisajb dihindarkan
timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatudwmpok dalam
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikigoula merger,
konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak hei merugikan
kepentingan para nasabah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat (1) imiaéah upaya-
upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraor yang
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepemgan, kegiatan
usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungdengan kegiatan
operasional bank.

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) meliputi

pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bénpengawasan
dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi lapan bank, dan
pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yargysul dengan
tindakan-tindakan perbaikan.

Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangamanggung
jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan rpbinaan dan
pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-apagik yang
bersifat preventif maupun represif.

Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkanstem pengawasan
intern dalam rangka menjamin terlaksananya prosesrngambilan
keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengansip kehati-
hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari syarakat yang
disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiapkbperlu terus
menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan yaeskat
padanya.
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Ayat (4)

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnyaisiko
kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk mengbeh
informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank enjadi lebih
terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparardgalam dunia
Perbankan.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, tesuk kecukupan
modal dan kualitas aset.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, bankiadggap telah
melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut pertiberikan dalam
hal bank bertindak sebagai perantara penempatan daghari nasababh,
atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kegeman dan atas
perintah nasabahnya.

Ayat (5)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:

a. ruang lingkup pembinaan dan pengawasan;

b. kriteria penilaian tingkat kesehatan;

c. prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan;

d. pedoman pemberian informasi kepada nasabah.

Pasal 30
Ayat (1) dan ayat (2)

Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan gaberkaitan
dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indsiaediperlukan
mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memau keadaan
dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilkkan dalam
rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keb@aan lembaga
perbankan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankaamya dapat
ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiataisahanya
selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itlalam rangka
memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikéeh bank, Bank
Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksabuku-buku
dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Banlkdonesia
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dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satahun sekali untuk
setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat #il&kan setiap waktu jika
dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasamak langsung dan
apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan daraktik Perbankan yang
sehat.

Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatank, Badan Pemeriksa
Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank ya@aegsangkutan.

Pasal 31A

Pemeriksaan terhadap bank yang dilakukan oleh Akant Publik adalah
pemeriksaan setempat yang merupakan bentuk pendsdemn wewenang Bank
Indonesia selaku otoritas pembina dan pengawas bank

Pasal 32
Dihapus
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:
a. jenis, prosedur, dan ruang lingkup pemeriksaan;
b. jangka waktu dan pelaporan hasil pemeriksaan;
c. tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Cukup jelas

Pasal 36

Pengecualian ini dapat diberikan dengan memperhattk kemampuan yang
dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat yang bersangtan.

Pasal 37

Ayat (1)

Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan nga
membahayakan kelangsungan usahanya apabila berd&aarpenilaian
Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuntara lain,
ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas &skkuiditas, dan
rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak akukan berdasarkan
prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat

Dalam ayat ini ditetapkan langkah-langkah yang per dilakukan
terhadap bank yang mengalami kesulitan dan membahlegn
kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabuot&in usahanya
dan atau tindakan likuidasi sebagaimana dimaksudlaia ayat (2).

Langkah-langkah dimaksud dilakukan dalam rangka memrtahankan/
menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan iauadat.

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adal pihak-pihak di
luar bank yang bersangkutan, baik bank lain, badaosaha lain
maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Kriteria membahayakan sistem perbankan yaitu apabiltingkat
kesulitan yang dialami dalam melakukan kegiatan uss suatu bank
tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepattank lain,
sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampakraetai kepada
bank-bank lain.

Ayat (3)

Pasal 37A

Cukup jelas

Ayat (1) dan ayat (2)

Yang dimaksud dengan kesulitan Perbankan yang memmdgakan
perekonomian nasional adalah suatu kondisi sisteraripankan yang
menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepcayaan
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masyarakat terhadap Perbankan yang berdampak kep&dgat hidup
orang banyak.

Hal ini memerlukan peran langsung dari Pemerintah niuk
menanggulanginya melalui kebijakan dan tindakan ygnberdampak
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat hal tersebut di atas, dalam hal pemberdnkbadan khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah redokan
konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republikdonesia.
Konsultasi tersebut dilakukan dengan Komisi yang migidangi
keuangan dan Perbankan untuk mendapatkan persetujua

Badan khusus dimaksud ditetapkan dengan Keputusaregtden dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini béas sementara
sampai dengan selesainya tugas yang diberikan kepbddan ini yaitu :

a. Penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indsree

b. Penyelesaian aset bank baik aset fisik maupurwigban debitur
melalui Unit Pengelola Aset (Asset Management Unit)

C. pengupayaan pengembalian uang negara yang tdkafsalur kepada

bank-bank.
Ayat (3)

Huruf a
Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan
wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenauaR
Umum Pemegang Saham, badan khusus dapat melakukan
pengelolaan dan pengurusan bank dalam program pemggn,
selanjutnya segala hak dan wewenang pemegang saham
termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham
bank dalam program penyehatan menjadi beralih kepadadan
khusus.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Dengan ketentuan ini badan khusus dapat menguasai,
mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan sepdralnya
sebagai pemilik.

Huruf d

Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhirardan
atau perubahan kontrak oleh badan khusus tersebut
menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersetbhanya
dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi rilmmanfaat
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yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelaierlebih
dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugiarang
dialaminya.

Huruf e

Penjualan atau pengalihan kekayaan oleh badan khssdiikuti
dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. §em
demikian pembeli memperoleh kepastian hukum beralfa hak
atas kekayaan tersebut.

Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secaranigsung
atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga
terbaik.

Huruf f

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Ban Usaha
Milik Negara, badan usaha milik swasta, dan atauden hukum
lainnya.

Huruf g

Pihak lain menurut ayat ini adalah perseorangan, Ban Usaha
Milik Negara, badan usaha milik swasta, dan atauden hukum
lainnya.

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i

Menurut ketentuan ini atas piutang bank terhadaphak ketiga
yang diambil alih badan khusus, badan khusus dapa¢lakukan
tindakan penagihan piutang dengan penerbitan Sur&aksa,
dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang
bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukwang
sama dengan putusan pengadilan yang telah memiklkkuatan
hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutangdak
diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus dapatlakukan
penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang beratatersebut,
dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas taapihak
yang berutang dalam rangka pengembalian piutang @iksud.
Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkaparumah
tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelasgngan
hidup dari yang berutang.
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Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk
melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannigap
memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, badan khusiespat
meminta bantuan alat negara penegak hukum yang benang.

Yang dimaksud pihak manapun adalah Pihak Terafiliaglan
pihak-pihak lain yang terlibat atau patut diduga rtébat,
termasuk badan hukum yang dimiliki oleh bank atauitfak
Terafiliasi.

Huruf |

Kerugian yang dimaksud dapat disebabkan oleh traksiatidak
wajar yang melibatkan bank dalam program ini. Traaksi tidak
wajar antara lain:

a. transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertensecara
tidak sah;

b. transaksi yang tidak berisikan syarat-syarat yamerupakan
hasil negosiasi antara pihak-pihak yang tidak bei#si;
atau

c. transaksi yang mengakibatkan bank tersebut memex nilai
yang tidak sepadan dengan nilai yang dilepaskan wata
diserahkan oleh bank itu.

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Tindakan lain yang dimaksud antara lain membentukuatu
divisi dalam badan khusus atau membentuk dan ataelakukan
penyertaan modal dalam suatu badan hukum.
Ayat (4)
Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak manapun tidakencegah
atau menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dild&an oleh
badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dalam hal atas
upaya hukum tersebut dikeluarkan putusan pengadilayang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) memendag pihak
manapun tersebut, badan khusus wajib mematuhi pwnspengadilan
tersebut.
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Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain:

a. pendirian badan khusus;

b. anggaran dan pengeluaran badan khusus;
c. tata cara penagihan piutang bank dalam prograranyehatan;
d. tata cara penyertaan modal untuk sementara;
e. pembubaran;
f. tata cara penyehatan bank.
Pasal 37B

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukanlata rangka
melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus menatkan
kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana yaskat
pada bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengdtara:

a. skim dana bersama,;

b. skim asuransi; atau

c. skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut deag Peraturan
Pemerintah memuat antara lain:

a. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;

b. struktur organisasi;

c. pilihan skim penjaminan;
d. kewajiban bank untuk menjadi anggota.

Pasal 38
Ayat (1)
Ketentuan dalam Pasal ini berlaku pula dalam hal mgangkatan atau
perubahan pejabat pimpinan yang setingkat direkgirdanggota dewan
komisaris, bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)

Penggunaan tenaga asing oleh bank dimungkinkan, s&is dengan
kebutuhan bank yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum,ni@éga asing
dimaksud bersifat sementara dan terbatas pada tenadli, penasehat
dan konsultan, sesuai dengan kebutuhan bank yangrdamgkutan.
Sedangkan dalam hal bank campuran dan cabang daank yang
berkedudukan di luar negeri, tenaga asing tersehlisesuaikan dengan
sifat kepemilikan oleh asing. Namun demikian pengmaan tenaga
asing dalam bank campuran dan cabang dari bank yalperkedudukan
di luar negeri, wajib disesuaikan dengan programdanesianisasi.

Ayat (2)

Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut am lain adalah
mengenai persyaratan-persyaratan sebagai penjabakatentuan dalam
ayat (1) misalnya jenis pekerjaan atau keahlian y;anmasih
memerlukan tenaga asing dan jangka wakiu penggunaasesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didang
ketenagakerjaan.
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Pasal 40
Ayat (1)
Apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan ya®daligus juga
sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merah&sia keterangan
tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai NasaBahyimpan.
Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasali@nyimpan,
bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakaank.
Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembagmpnjang pasar
modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau WAimanat, tunduk
pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasaoadhal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)

Kata dapat dimaksudkan untuk memberikan penegasamwa izin oleh
Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang mp@&ntaan
tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diswak dalam ayat

3).
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Ayat (2)

Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukarselambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumenrpietaan diterima
secara lengkap.

Ayat (3)

Pasal 42A

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 43

Dalam hal perkara perdata antara bank dengan nas@bga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini, bank dapat menginformaaik keadaan keuangan
nasabah yang dalam perkara serta keterangan lainngaberkaitan dengan
perkara tersebut, tanpa izin dari Menteri.

Pasal 44
Ayat (1)
Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan unku
memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha banktama lain
guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui kealadan status
dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank datpmenilai tingkat
risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu trahksi dengan
nasabah atau dengan bank lain.
Ayat (2)
Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjutleth Bank
Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara pgammpaian dan
permintaan informasi serta bentuk dan jenis informsatertentu yang
dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garisesar dari kredit
yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya&bdur yang
bersangkutan dalam daftar kredit macet.
Pasal 44A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 45

Apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang meaaslirugikan akibat
keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenublieh bank, maka masalah
tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkoat&e Pengadilan yang
berwenang.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semuaapejan karyawan
bank.

Pasal 47A
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejalvét Yeng diberi
wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakars tagarasional
bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhaflapni@si mengenai
keadaan bank.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semuaalpgj dan
karyawan bank.
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Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semugalpat
dan karyawan bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejaank yang
mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-jxang
berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 50A
Cukup jelas

Pasal 51
Ayat (1)

Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalanppash tersebut
dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidanahaan, berarti bahwa
terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenadacaman
hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apdi@hya sekedar
sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bedalal lembaga yang
menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadaehingga
perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kemencamasyarakat
kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugidak maupun
masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, dikara akan dapat
lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap keten dalam Undang-
undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukam @leggota Dewan
Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank PerkreditakyRt pada dasarnya
berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidaadamd Bab VI,
mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlakunumu

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank bresia memuat
antara lain:
a. jenis-jenis sanksi administratif;
b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif;
c. tindak lanjut pelaksanaan sanksi administratif
d. pengawasan pelaksanaan sanksi administratif.
Pasal 53

Sanksi administratif dalam Pasal ini dapat berupa :

a. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlahngatertentu sebagai
akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam Undang-uadg ini;

b. penyampaian tegoran-tegoran tertulis;
c. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai direkstau komisaris bank;
d. larangan untuk memberikan jasanya kepada perbank
e. penyampaian usul kepada instansi yang berwenamguk mencabut atau
membatalkan izin usaha sebagai pemberi jasa bagnlbaantara lain
terhadap konsultan, konsultan hukum, akuntan publikenilai).
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Penyesuaian bentuk hukum bank-bank milik negara sgaimana
diatur dalam Pasal ini dilaksanakan berdasarkan Uadg-undang
Nomor 9 Tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomo2 Tahun 1969.
Dengan demikian setelah penyesuaian bentuk hukunmkdoank milik
negara tersebut selesai, Undang-undang tentang paad bank-bank
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tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 &kl berlaku
lagi 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undangadang ini.

Pasal 55

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jelas

56

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan bankemenuhi ketentuan
batas maksimum pemberian kredit berdasarkan Undamggdang ini secara
bertahap, sehingga tidak menimbulkan kesulitan yangerat bagi perbankan
dalam memenuhi ketentuan dimaksud mengingat padaatsani berlaku
ketentuan batas maksimum pemberian kredit yang kehiinggi daripada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 §2adan ayat (4).

57

Penyesuaian usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank menjabank
berdasarkan Undang-undang ini dapat dilakukan dalan@angka waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai bdwmya Undang-undang
ini. Sedangkan penyesuaian usaha Lembaga Keuangark& Bank menjadi
perusahaan efek didasarkan pada ketentuan di bidgagar modal.

58

Mengingat lembaga-lembaga dimaksud dalam Pasal telah tumbuh dan
berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia,rtse masih diperlukan
oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersehakw. Oleh karenanya
Undang-undang ini memberikan kejelasan status dalembaga-lembaga
dimaksud. Selanjutnya untuk menjamin kesatuan darederagaman dalam
pembinaan dan pengawasan, maka dengan Peraturan Bentah ditetapkan
persyaratan dan tata cara pemberian status lembdgmabaga dimaksud
sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

59

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adaaykekosongan hukum
dan menampung pengaturan masalah-masalah yang tirhilsampai dengan
dikeluarkannya peraturan yang baru.
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Pasal

Pasal

Pasal
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59A

Badan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini bé&assementara, dengan
tugas khusus melakukan langkah-langkah yang dipekln untuk
menyehatkan Perbankan nasional.

Badan yang telah ada saat ini dalam rangka melakukapaya penyehatan
Perbankan, tetap dapat melakukan tugas penyehatarinkan berdasarkan
Undang-undang ini.

60
Cukup jelas

61
Cukup jelas

I
Cukup jelas

- PENJELASAN UU NO.7 TAHUN 1992
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3472

- PE

NJELASAN UU NO.10 TAHUN 1998

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790

Disalin sesuai dengan bunyinya
Direktur Direktorat Hukum

BANK INDONESIA

ttd.

Yunus Husein, SH, LL.M.



